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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 13 TAHUN I&&b

TENTANG

RENCANA PENANGGULANCAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 20?5-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karo perlu dibuat
rencana penanggulangan kemiskinan daerah ;

hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat {2} huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kerniskinan. Prnvinsi dan ?im Koordinasi
Penanggulanga* Kemiskinan Kabupaten/Knta, ditegaskan
bahwa TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya
rnenyelenggarakan fungsi penyu$unan Rencana
Penanggulangan Kemiskinan Daerah {RFKD} ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Feraturan
Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tahun 2025-2429;

1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Repubtrik
Indonesia Tahun 1945;

2" Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia,
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistern
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Ta.mbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) seba.gaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6356);

t)
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No*ot 113' Tam

Negara nepffiilroJot'uul* Nomor 6935h

6. peraturan t[urirrtatr uomoi;irh; lg.o* tentang Tahapan'

TatgCaraPenlrusurrarr,-"p*"e*"culi""danEvaluaei
Rencana rJ*t'ilfrry1*.Daerah fl,embaran

Negara n*friarilt Indoneqil f'ffi-CooB Nomor 2L' Tambahan
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Perangtcat ;;;"h- GmnJ[n Negara Republik Indonet

Tatrun zoia*"'r.ro*oi rr[-t**u-"rran. Lembaran Negara

Republik toJorrl*i* l*o*' iagTi*tagaimana telah diubatt

dengan p",*il*" F***tiotutt Nomor fi fuhwt aDtg tentang

Perubaharr atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun ?,OL6

tentarrgPerarrg[<at-paeratr(I.em}ararrNegaraRepublik
Ind.onesia'+rh,fi 2019 rffior t8?, Tambatran Lembaran

tU*grr* nepuntif Indouesia Nomor 64il21;

9. po*trr*rru-#;;dffi--N*ot L2 tahun 2o1s tentareg

pengelolaan- 6;;grr_o"lr*r, g*-.u*tIt Negara Republik

I-ndonesia-tJoo a*tg ffomor" +2, TsEbahafl I'embaran

N*gor' Republik Indonesia Nomor 63221;

ls. peraturarr'-'ffi*?r.i*E*i'* ruegeri- Homo5 B6 Tahwr 2aL7

tenta*g Tata cara p*rr"*"i, Pengelqd.alia$ dan Evaluasi

Pembarrguna*Daeralt,TataCaraEvaluagiRarrcangarr
Peratura:nDaerahteirtangRencanaPsmhqngjrnagrJangka
PanjangDaera}r,serta-?atacafaPerrrbahanRencana
r**n*go*JarrgkaParrians-Daeratr,Rencarta
pembangunan Jangt<a Meneugah Dg*r{l dan Rerrcana Kerja
pemerin#E;;;.d- perita HJgara Republik Indonesia Tahun

?;}LT Nomor 1312);
11. Peraflrran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahr-rn 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi daIl Nomenklafur Perencanaacr

Per:nbangunal dag Keuangag Dae:atr {Berita Negara Republik

Indonesia Tatnrn hgLg Nomor L4+71;

11. peraturan MentEri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2A2*
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serts.

PembinaarrKelembagaan dan Sumber Daya Manugia Titr
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinei dafi Tim
Koordinasi fenanggulangqn Kemiskinan Ka.bupaten/Kota

fBerita Negara Repuulik Indoneeia TahLrn 2g2a Nomor 79+l;
1-8. Peraturan baerah Provinsi $umatera Utara Nomor 6 Tahua

?1024 tentang Rencana Pemhangunan Jangka Panjang Daeratr
Provinsi Sumatera Utara- Tahua 2025-2A45 $,embaran Daerah
Provinsi Sg:rratera Utara Tatg.rg 2A24 Nomor 6, Tambahal
Lembaraa Daeratr Provinsi Sumatera Utara Nomor 76f ;

L4. Peraturart Daerah Kabupaten Karo Nomor O1 Tahun 2O25

tentang Rencaga kmbangunan Jangka Parrjang Daerah
Kabupatea Karo ?ahun g;025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupates lfuro Tahun f;At,5 Nomor 0L, Tanbahan Lembaran
Daeratr KabuPaten Kars Nomor O1!;

1.5, Peratura* Baerah l&abrrpatert Karo Nomor OB Tahun 2025
tentasg Rencatra Fembangunan Jangla Menengatr Daeratr
Tatrun 2CI25-?;}4fi (Lemharan Damah Kabupaten Karo Tahun
2A25 Nomor 03, Tambahan Lerubaran Daerah lfubupaten Karc
Nomor 03!;

l.S. Peraturan '-.

t



i-

iVlenetapkan

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAI{ BUPATI
PENAI{GGUI.ANGAN KEMISKINAN
2*25-2A29.

TENThNG RENCANA
DAERAH TAHUN

BAB I
KETENTUA$ UMUM

Pasal 1

Dalam Perahrran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1" Daeratr adalah Kabupatefl Kffro.
2. Pemerintahan Daerah adalah Perr;relenggaraan Urusan Pemerintehs:r

oleh Pemerintah Daerah dan Deqrar: Perurakilan Ral+rat Daerah menurat
asa$ otonomi dan tuga.s pembarrhran dengan prinsip Negara Kesatuar:.
Repuhlik Ind.onesia sebagaimana dimaksud dala:n Uadang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. S. Pemerintatr Daeratr adalatr Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemeriatah Daerah yafig pelaksanEr€m urusan pemerintah
yang menjadi keurer:anga:r daerah otonom.

4. 4, Bupati adalah Eupati Kars.
5. 5. Perangkat Daerah adalah u$sur pembantu Eupati Kare dan Dewarr

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan
uru$fln pemerintatran yang menjadi kewenangan daeratr,

6, 6. Kemiskinan adalah suatu ketidaknrampuan {Iack of capabilities}
se$eorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuharr
hak+ak daearr:ya untuk mempertatrankan dan mengembangkan
kehidupan yaflg ber:martabat.

7. Penanggulartgan Kemiskinan sdatah keb{iakan dan prograur Pemerintah
dan Pemerintah Daeratr yang dilakukan sscara si$tematis, terencana
dan hersinergi dengan dunia usaha dan nrasyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningfuatkan derqjat
kesejahteraan ralcyat,

8- Tim Koordinasi Penanggularlgan Kemiskinan Daeralr yang selanjutnya
disingftat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas
pemangftu kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daera]r.

9. Rencana Penanggulangan Kemiskinaa Daerah yang selaqiutnya
dising[cat RPKD adalatr dokrrmen strategi penanggulangan kerniskinan
Daeratr yang sehagai salah satu pedoman pen]rusffirarr
ranc€ulgan keb[iakan pembangunan Daeratr di bidang penanggulangan
kemiskinan dalasr proses perr5n"rsunan RPJMD-

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dsku*en perencanaan Daeratr periode 5 tlitnal
tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaflg selaqiutnya disingfuat RKtrD
adalah doliarmen perencanaan daerah untuk periode t {satu} tatnrn,

12. Rencana Strategis Perangleat Daeralr yang aela4iutnya dising[rat dengan
Renstra adalah dokumefl peren*anaan urrtuk periode 5 [ima] tatrun
terkait dengan tugas dan fungsi Organ:isasi Perangfuat Daerah.

13. Pemanglar Kepentingan adalatr pihak-pihak yang berlangsung dan/atau
tidak langsung melaksanakan kebiialtan Frogram dan kegiataa
penauggulanganlpenanganan kemiskinan,

14. Data.-.



14. Ilata terpadu adalah system data elektronik berisi data rra,Ix.a da]}
alamat y*S memuat inforrnasi sosiaL, ekonomi dan demografi dari
individu dengan statue kesejatrteraan terendah di Indonesia.

15, Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang meqiadi 1*

{sepuluh} hagran yang sama, setela}r disusun dari data terkecil hingga
data terbesar atau sebaliknya'

16. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selar{utnya disingftat
DTSEN aaahh gabungan data individu dan keluarga dengan kondisi
sosial ekonomi serta peringfut kesejahteraan yartg dihasilkan dari data
terpadu kesejahteraafl sosial, registrasi sosial ekonomi, dan percepatan
pengfrapusan kemiskinan ekstf,em.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUASI

Pasal 2

Maksud ditetapkar:nya Perafuran Bupati ini sdslah sebagai landasan kebijakan
Daerah dan wqiud dari consensus politik para str"kr,hntders pembangunan di
Daeratr dalam mendorong geralcan penaagulaflgafi kersriskinan-

Pasal 3

Tqiuan ditetapkanrrya Perature$ Bupati ini, adalah:
a. mendorong sinergitas, einkronisasi dan harmonisasi berhagat upaya

penanganan kemiskinan yarag dilaknkan oleh Pemerintalr Daerah, TKPKD,
Dewan Perwakilan Rs}ryat llaeratr, Pemerintatr Desa, badan usaha,
masyarakat dan penrang$u kepentingan;

b. rrrembangun consensus bereama r.rnhrk menaxrgani kemiskinan dengart
pendekatan pemanfaatan DTSEI{ dalam pereneanaan pembangunan Daerah
agar tepat sasarEm;

c" rrrerlgoptimalkan kebijakan perrEm.ganan kemiekinan dengaa berbaeis d*ta
yang merrrpakan bagian tidak terpisahkan dari proses dari Froses
perencanasur pembangunan daerah; dan

d, mendrrkrrng pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau
Susta;rrohle Develapment &ols {SJ}Gsl tahun 2A26-?'030, yaitu untuk
mewqiudkan tujuau tanpa kerniskinan.

BAB IiI ...



BAE III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Huang linglup dalam Perahrran Bupati ini, meliputi :

a". DTSEN;
b. tujuan dan sasaraf,r pen*uxganan keruiskinan;
c. strategi pensnganan kemiskinan;
d. progftlrlr dan kegiatan pen€mganan kemiskinan;
e. pembiayaan penangarrarr kemiskinan; dan
f. pengendalian den evaluasi.

BAB IV
DTSEN
Fasal 5

(U DTSEN sehageimana dimaksud dalam Fasal 4 huruf a, yang dipergunakan
untrrk perencanaar pemhangunan daerah adalatr DTSEN berbasis data
tunggal individu daa/ atau kehrarga.

{2} DTSEN herha.sis data tunggal individu dan/atau keluarga yaflg meauat
kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadaakan dengxr
date kependudulcan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dikelompekkan ke
dalan LO (sepuhrh! Desil, terdiri dari:
a. desil 1 adalah Kategori Keluarga SANGAT MISKIN dengan Pengeluaran per

Kapita/Bu1an < Rp" SOO.OOO;
b. desil 2 adalah Kategori Kehrarga IVIISKII\I dengan Pengeluaran per

I{apita/Bulan t Rp. 600.000 - Rp. 7O0.0OO;
c. desil 3 adalah Hategori Keluarga HAMPIR MISKIN dengan Pengeluara* per

Kapita/Bulan * Rp. SOO.OOO * Rp- 9OO.OOO;
d. desil 4 adalah Kategori Kehrarga MENEI{GAH BAWAH dengan Pengeluaran

per KapitalBulan * Rp. 1.000.000 - Rp. 1.200.000;
e. desil 5 adalah Kategori Keluarga MENENCAH BAIfAH {STABIL} dengan

Pengeluara:r per lkpita/Bulan * Rp- 1.30O-OOO - Rp. 1.500.000 ;
f. desil 6 adalah Kategori Keluarga MENEI.IGAH dengan Pengeluaran per

KapitalBulan * Rp- 1.600.000 - RF. 1.8OO.OOO;
g. desil 7 adalah Kategori Keluarga MENENGAH ATAS dengen Pengeluaraa

per l(apita/Bulan t Rp. 2.000.000 - Rp. 2.300.000;
h. desil I adalah Kategori Keluarga IvIAPAN dengan Pengeluaran per

KapitalBulan * Rp. 2,500,00O - Rp. 3.0OO-00CI;
i. desil I adalah l{ategori Kehrarga KAYA dengan Pengeluaran per

I{apita/Eulan * Rp. 3.500.000 - Rp. 4.500.00O; dan
j. desil 10 adalah Kategori Keluarga SANGAT KAYA {ELIT} dengan

Pengehraran per KapitalBulan tehih dari Rp. 5.000.OOO.

Pasal 6

(1) Sinkronisasi DTSEN sebagaimana rlituqksard dala:rr Paaal 5 ayat (11,
dilaksanakan melalui tahapan proses usulan data serta Verifikasi d"an
Yalidasi proses usulan data sesuai ketentuan perahrran perundang-undang.

{2} Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Fasal 5 ayat {U
dipernntukkan bagi individu daa/atau keluarga yang layak menerima
hemtuan *osial, pemberdayaan sosial, dan program penyelengaraan
kesejahteraa,n sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kemerrterian
sosial.

BAB V...
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BAB V
TUJUANDAI-I$ASARANP$IiIANGAI'IAIiiKEMISKINAN

Bagian Kesatu
1t\4iuan Penanganan Kemiskinan

Pasal 7

Trrjuan penanganan kemiskinan sebagaimana {imaksud dslam Pasal 4 huruf b'

adalah meningtratkan tresejatrteraarr*masyarakat dan kualitas sumhef daya

man,sia pada individu da*latau kehrarga iebagaimaoa dirnalceud dalam Pasal 5

ayat (2].

Bagian Kedua
$asaran Penanganarr Kemiskinqrr

Paeal I

sasaran penangaflan kemiskiafl sebagair:oana dimaksud dalam Fasal 4 hulaf b'

adalatr unhrk pr;"*-r." angka uekietinan melslui strategi dan inter-vensi

;;;grr* aan te!;iatan Perangk;t Daerah bersama d,engan peraangftu kepentingan

lainaya sesuai [""fu *g#, fungst, kewenangan masingmasing dan sumber

daya yang dimiliki.

BAB VI
STRATEGI PENAI{GAI{AI-I KEMI$KTNAI\I

Pasal 9

(LI Stratesi penarlganan kemiekinan sebagaimana dimaksud dalaril Pasal4 huruf
c, difokuskan pada :

a, mengur*nfr. behan pengeluaran individu dan/atau keluarga miskin;
b. mrn[rgk"fl**t kemampusn dan pend,apatan individu dan/atau keluarga

miskin;
c. jumlah kantong-kantong kemiskinan di ruasyarakat;
d. mengernbanglffifl dan menjamin keherla4iutan usaha mikro;
e. pem6erdayaan keluarga miskin r:rrhrk memeauhi kehutuhan dasar; dan
f. ineasinergikan kehiiqksn, koordinasi, siRkronisasi, dan harmonisasi arrtar

selunrh pemangku kepentingan dalarr. pefl.urga11sn kemiskinan.

[2] DTSEN yaIlg dijadikan nrjukafr dalam perqtrrsuflarl perencanaar' ' pembaogdrren daerah dengan prioritas sasaran Desil l-, Desil 2, Desil 3, Desil
4 ars, DEsil 5 *ehagaimana dimaksud da1affi Pasal 5 ayat (2) huruf a sarnpai
dengan hun:f e.

t3l Dalam rangka pemerata.an dan persebaran pen3rusuxlclrl pcrencanaan
pemhan$nan daerah dapat meaggunaka* DTSEN pada Desil L, Desil 2, Desil
B, Desil 4,Desit 5, Desil 6, Desil ?, Desil 8, Desil I dan Desil 10 *ebagaimafta
dimaksud rlal+m Fasal5 ayat (2) huruf a sampai dengan hurufj.

(+) Penyusunafl psrsncanaan pemhangunan daeratr sebagaimana dimakeud pada
ayat {3}, seeuai tatrapan FerrJrusulrdtrl RKPI}-

BAB 1rII ...



tsAE VII
PA.OGRAM DAI{ IffiGI,ATAN PENANGAI\iAI.I KEMISKINA}I

Pasal 1O

{1} Program dan kegiatal peneingararr kemiskinan sehagaimana dircaksud
adalah Pasal 4 hufld d, srrdah sesuai dengan tsgiq eub kegiatan percepatan
penghapusan kerniskinan ekstrem yang yang tertuang dalam Rencana Kerja
Perang!<at Daeratr dan merupakar per{abaran dari Renstra Perangkat Daerah.
dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.

(2) Sasaran prsgram dan kegiatan penanganan kemiskinan yang ada di Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang rnsmpunyai kegiatan dengan sasaran irdivi&r
dan/atan keluarga haik kegiatan yang bersifat fisik maupun non lisik seperti
Pemberian beaeiswa miekiu Tklgkat SDISMP, Pengadaan pupuk orgarrik, JUT
dan penlruluhan, Pelatihan Umkm, Pemhangunan Jalan, Petratihan ekonomi
Icreatif dan sadar rrisata Pemberian bibit beaih ikffi untuk budidaya kolam
iksn dan Femberian Eanhran Sosial darr kegiatan lainnya Inengacu pada
DTSN.

(3) Usulan prograrlr dan kegiatan dalam Rencana Keda Perangltat Daerah
sebagaimana dimakffid pada (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah
Rencana Pemhangrrnan Dasrah dan Desa, prioritas Perangkat Daeratr, pokok-
pokok pikiran Dewan Perwakilan Ralyat dan usulfln pemangtar kepentingart
lainnya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraflrran perundang-
uadangan.

[4] Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksnrd
pada ayat {3}, mengikuti tahapan peryusruran HPI(D.

BAB VIII
PEIVIBIAYAAN PEN*}IGAI.IAN KEMISKINAI{

Pasa1 11

{1} Pembiayaan penrlngans.n kerniskinan sebagaiaana dimaksud dalam Fasal 4
huruf e, dilaksanakan oleh Peruerintah Daerah bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr (APBDI Kabupaten Kars.

[2) Anggaran progranr dan kegiatan penanganafl kemiskinan sebagaimana
dimsksud pada ayat tU, disusun dan mengacu trada Keb[iakaa Umerm
Anggaran Pendapatan dan Bela{a Daeratr {APBD} dan Frioritas Plafon
Anggaran Semerrtara {KUA-PPAS| dengan berpedoman pada RKFD.

Pasal 12

Pemhiayaan penailganan kemiskinan yarrg berasal dari sumber dana lain yang
satr dan bersifat tidat{ mengikat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundarrg-undangan.

BAB IX
PEHGENDALIAH I}AN EVALUASI

Pasal I"3

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalaa Pasal 4 huruf f,
dilaksaflakan melalui Renca:ra Pena*garran kemiskinan di Daerah
sebagaimals r{imaksud delam Pasal I ayat t1}, yang dilaksanakan oleh
TKPI0 l(abupaten Karo.

{2} Hasil ...



{2} Hasi} pengendalian dan evaluasi sebagairnana dimaksud. pad.a ayat (l},
dilaporkan kepada Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD Kabupaten Karo.

BAB X
KETSNTUAN PNNUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang nnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

di Kabanjahe
*priL etl(,.l"1&

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggat l3 &y'riL ?&Lb

DAMRAH KABUPATEN KARO

PUTRA GINTING

KABUPATEN KARO TAHUN I$. ruOUOR .**26
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